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Abstrak
 

Tesis ini menganalisa terkait bagaimana keabsahan dari pemberian kuasa dalam sebuah  perjanjian kredit

serta pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili sengketa yang timbul dari keabsahan pemberian

kuasa tersebut. Tulisan ini disusun menggunakan metode doktrinal dengan data sekunder yang berasal dari

Kitab Undang – undang Hukum Perdata serta peraturan terkait lainnya. Kebutuhan kredit dewasa ini yang

mendesak mendorong masyarakat mengikatkan diri kedalam perjanjian kredit tanpa memahami isi dari

perjanjian yang dibuatnya secara utuh. Isi dari perjanjian kredit pada praktiknya mengandung klausul

pemberian kuasa untuk mendebet dan memblokir rekening nasabah guna memastikan pelunasasan hutang

debitur. Ditinjau dari segi hukum perbankan dan perdata, pemberian kuasa yang demikian sah dengan

adanya kesepakatan yang substansinya tidak bertentangan dengan undang-undang, namun pembatasan dari

pelaksanaan pemblokiran dan pendebetan haruslah jelas dituangkan dalam perjanjian dan kuasa yang

disepakati para pihak. Jika ditinjau dari sisi perlindungan hukum, maka hak -hak debitur harusnya

diperhatikan dan dilindungi serta harus dipastikan bahwa pemberian kuasa tidak boleh merugikan si pemberi

kuasa. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 587 K/Pdt. Sus-BPSK/2021, kuasa yang diberikan tersebut

dapat menjadi tidak sah karena bunyi klausul yang tidak jelas pembatasannya serta minimnya penjelasan

dan informasi yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya. Ditinjau dari kompetensi pengadilan dalam

penyelesaian sengketa yang timbul khususnya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 587.K/Pdt.Sus-

BPSK/2021, maka penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri merupakan pilihan yang tepat

dikarenakan hubungan hukum para pihak yang bersifat kontraktual.

......This thesis analyzes the validity of the grant of power of attorney in a credit agreement and to which

court has the authority to adjudicate disputes arising from the validity of the grant of power of attorney. This

article was prepared using doctrinal methods with secondary data originating from the Civil Code and other

related regulations. Today's urgent need for credit encourages people to enter into credit agreements without

fully understanding the contents of the agreement they are making. In practice, the contents of the credit

agreement contain a clause granting authority to debit and block the customer's account to ensure repayment

of the debtor's debt. Viewed from the perspective of banking and civil law, the granting of such power of

attorney is valid with the existence of an agreement whose substance does not conflict with the law,

however restrictions on the implementation of blocking and debiting must be clearly stated in the agreement

and power of attorney agreed upon by the parties. If viewed from the perspective of legal protection, the

debtor's rights must be considered and protected and it must be ensured that the granting of power of

attorney must not harm the person giving the power of attorney. In the Supreme Court decision Number 587

K/Pdt. Sus-BPSK/2021, the power given may become invalid due to clauses that have unclear limitations

and the lack of explanation and information provided by the bank to its customers. Judging from the court's
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competence in resolving disputes that arise, especially in the Supreme Court Decision Number

587.K/Pdt.Sus-BPSK/2021, dispute resolution through the District Court is the right choice because the

legal relationship between the parties is contractual in nature.


